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1. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah

Peraturan Menteri agrarian Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006
TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan
Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomorl12/Kep-4.1/IVV/2017 tentang Pengesahan Kode
Etik lkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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